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BUPATI BANYUASIN

PROVINS| SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 1§ TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomer 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4181);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4255),;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Xal,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 538, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), —\
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Peraturan Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 5887),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indanesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penﬁgunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik
Inodnesia Tahun 2020 Nomor 1035);

Pereituran Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Inodnesia Tahun 2020 Nomor 164 1);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1445),

Peraturan  Daerah Nomor 2 Tahun 2016  tentang

Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 05J); .-\ -
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Menetapkan

15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa serta
Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor
060);

16. Peraturan  Daerah  Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kab}xpaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor
10);

18. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2019 Nomor 9);

20. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banyuasin
(Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 88);

21. Peraturan Bupati Nomor 274 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banvuasin Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Banvuasin Tahun 2020 Nomor 274).

MEMUTUSKAN :

- PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KABUPATEN
BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyuasin.

2. Pemerintah  Daerah adalah Bupati  sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan  Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom,

Bupati adalah Bupati Banyuasin,

Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada :Ii bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah,
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Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Penerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan  Desa  adalah  penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga
vang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan  wakil dari  penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra
pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

Ang'garan Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
De#a.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang
ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama BPD.

Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh
kepala Desa dan bersifat mengatur.

Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat
konkrit, individual, dan final.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang
dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
seln#njutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen
perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun,

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP
Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. __\
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Pendapatan adalah semua penerimaan De
tahun anggaran yang
dikembalikan oleh Desa.

pen sa dalam 1 (satu)
menjadi hak Desa dan tidak perlu

Bctaqj:n Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan
kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran vang tidak
akan diterima kembali oleh Desa, ’

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah
dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, vang
selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan
menvelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya
disingkat PPKD, adalah perangkat Desa vang melaksanakan
pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala
Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

Keﬁala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih
langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala Desa.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan
Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran,

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran,

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yvang selanjutnya disingkat
DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan,
anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan  dana
untuk kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  berdasarkan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

=\
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Dokuimen Pelaksannan Perubnhan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat p'eru‘lmhﬂn
rincian  kegintan, anggaran yang disediakan dan rencana
penarikan dana untuk kegintan yang akan dilaksanakan
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan
APBDesa dan/atau Perubnhan Penjabaran APBDesa.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya
disingkat DPAL adalah  dokumen yang memuat kegiatan,
anggaran  dan  rencana penarikan dana untuk kegiatan
lanjutan  yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun
anggaran sebelumnya.

Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut
dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik
dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
Rencana Anggaran Biaya seclanjutnya disebut RAB adalah
dokumen yang berisi rincian objek belanja pada setiap
kegiatan Desa pada APBDesa.

Bad}m Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Banyuasin.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda dan
Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya
disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Banyuasin.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih  kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
desa/lembaga desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan mayarakat yang

dikoordinasikan oleh pemerintah desa.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
pemerintah desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan
dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input)
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk

barang/jasa.
Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok pokok
kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa
dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
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BAB It
| PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA

" Pasal 2

(1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021
meliputi: ;

a. Sinkronisasi  Kebijakan  Pemerintah Desa  dengan
Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

b. Prinsip Penyusunan APBDesa;

¢. Kebijakan Penyusunan APBDesa;

d  Teknis Penvusunan APBDesa; dan

e. Hal-hal Khusus Lainnya.

(2) Ketentuan mengenai uraian pedoman penyusunan APBDesa
Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada avat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan
dengan ketentuan :

Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021,

meliputi:

a. 'Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah
anggaran belanja desa untuk mendanai :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja
operasional Pemerintahan Desa dan Insentif rukun
tetangga dan rukun warga;

2. Pelaksanaan pembangunan desa,
3. Pembinaan kemasyarakatan desa;
4. Pemberdayaan masyarakat desa.
b. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah
anggaran belanja desa untuk mendanai :
1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa,
' Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, dan
2. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan
Desa.

(2) Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan
tanah bengkok atau sebutan lain.

(3) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk
tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan
Perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan
tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa
lainnya sebagaima dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 _\
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BAB Il1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Banyuasin Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020
Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 2¢ \awart 2021

Diundan'gkan di Pangkalan Balai
pada tanggal v janvarl 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

H. M. SENEN HAR

BERITA| DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2021
NOMOR' 1§

Dipindai dengan CamScanner



